Menimbang

M engingat

ca.

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG
PAJAK REKLAME

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

bahwa pajak reklame merupakan salah satbesupendapatan asli daerah

yang penting guna membiayai penyelenggaraan petaleaim dan

pembangunan daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayatuf2)f d Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak DaeralRe#mbusi Daerah,
dipandang perlu mengatur tentang pajak reklameoth iSabang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimdktard huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Sabang terRajak Reklame;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentangbatuokan Kotapraja
Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 DrtinTd956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten diirBrofumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun518@&mor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nofffef$)2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukumradidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Norép Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang BadanyelResaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indoriesghan 1997 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadi8684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penadiagak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik IndonesiariTaB97 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom®&86)3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Na#gndiahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Mdfi8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemkemtieraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Isi@rieahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamasmor 4389;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembantaDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ndfi6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) @ebwna telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Unddamor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang NomofaB2in 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rlepotbnesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtiknkesia Nomor
4844);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrari{guangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeramb@dran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahamldaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PembéantaAceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nd2¢ Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakabDagan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahui® 20omor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noows)5

10.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Caresb@atmkan Qanun
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahuim 208mor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh DarussatanoiB;

11.Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang SndDrganisasi Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sabang (Lembaran dba&mta Sabang
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kadiary Nomor 4);

12.Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang PBké&kk
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kaang Tahun 2009
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang N8jnor

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PAJAK REKLAME

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Sabang.

2. PemerintatKota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas
Walikota dan Perangkat Daerah Kota.

3. Walikota adalah Walikota Sabang.

4. DewanPerwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Kota Sabang.

5. Sekretaridaerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.

6. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayamarald selanjutnya disingkat
DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuanigen Kekayaan Daerah Kota
Sabang;

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentiddng perpajakan Daerah dan/atau
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perunaatagpgan yang berlaku;



8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yasrgpakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahg sneliputi Perseroan terbatas,
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milgarze(BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apdjpoma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, o@mmsassa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan laiterynasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap;

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau meahg pentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkamgaejurkan, mempromosikan, atau
untuk menarik perhatian umum terhadap barang, fasag, atu badan, yang dapat dilihat,
dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmak alaum;

10.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulamBaleatau jangka waktu diatur dengan
Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kd&rnyang menjadi dasar bagi wajib pajak
untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yarutang;;

11.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggarakamesk

12.Panggung Reklame adalah sarana atau tempat peraassatg atau beberapa bidang reklame
yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yestgtis, baik dari segi kepentingan
penyelenggaraan, masyarakat yang melihat maup@nadstgannya dengan pemanfaatan ruang
kota beserta lingkungan sekitarnya;

13.Lokasi Reklame adalah tempat pemasangan satu elb@udpa buah reklame;

14.Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan ditakgikan oleh orang pribadi atau
badan hukum yang menyelenggarakan reklame bailk uwlan atas nama sendiri atau untuk
dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya

15.Kawasan/Zone Reklame adalah batasan-batasan wilagtehtu sesuai dengan pemanfaatan
wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pengasareklame;

16.1zin Reklame adalah izin yang diberikan Walikotaukntempat penyelenggaran reklame;

17.Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnyaingisat dengan (NJOPR) adalah
merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran iaya-yang dikeluarkan oleh pemilik
dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam nhahdalah biaya/harga beli bahan
reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaosgkos perakitan, pemancaran, peragaan,
penayangan, pengecatan, pemasangan dan transpmtegEngkutan dan lain sebagainya
sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancati@aragakan, ditayangkan dan/atau
terpasang ditempat yang telah diizinkan;

18. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjulisyagkat dengan NSPR adalah ukuran
nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangegidlame berdasarkan kriteria kepadatan
pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspgtas;

19.Nilai Sewa Reklame yang disingkat (NSR) adalahlhmesijumlahan Nilai Jual Objek Pajak
Reklame dengan nilai Strategis Pemasangan Reklame;

20.Surat Pemberitahuan Tanda Pajak Daerah yang swigajdisingkat SPTPD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkamgp#ung dan pembayaran Pajak yang
terutang menurut perundang-undangan Perpajakamaer

21.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disirt§SPD, adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran ataygieran pajak yang terutang ke Kas
Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan olelaleéepaerabh;

22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Yang selanjutnyagkiatrtSKPD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yarapsghya disingkat SKPDKB adalah
surat keputusan yang menetukan besarnya jumlak gajay terutang, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besaangksi administrasi, dan jumlah yang
masih harus dibayar;



24.Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambapiang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukahahan atas jumlah pajak yang telah

ditetapkan;

25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangnsiheya disingkat SKPDLB, adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebiherbagaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar dari pajak yang terutang ataktskharusnya terutang;

26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanautdisingkat SKPDN, adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah pajak yang tegigama besarnya dengan jumlah kredit
pajak, atau pajak yang tidak terutang dan tidakkaeldit pajak;

27.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya diat§TPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupg@atau denda;

28.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputus@ak membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerggaaturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Kate@ak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daenatanl§y Bayar Tambahan, Suarat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketet®agak Daerah Nihil atau Surat Tagihan
Pajak Daerah;

BAB 11
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak ataselRamgygaraan Reklame.
Pasal 3

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggeaeiame;

(2). Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat€liputi :
Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron dgeresnya;
Reklame kain;

Reklame melekat, stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
Reklame udara;

Reklame apung;

Reklame suara;

Reklame film/slide;

Reklame peragaan;

T SemeoooTy

(3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklameaadal
a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televiagio, warta harian, warta
mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya,
b. Label/merk produk yang melekat pada barang yangrdggangkan, yang berfungsi
untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasandganh@ada bangunan tempat usaha
atau profesi diselenggarakan sesuai dengan keteyarag mengatur nama pengenal

usaha atau profesi tersebut;
d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah aiaefhtah Daerah; dan

e. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkagadeeraturan Walikota
Pasal 4
Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi ataurBgalag menggunakan Reklame;
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Pasal 5
Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Bgdag menyelenggarakan Reklame;.

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secagslang oleh orang pribadi atau Badan,
Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Béelsebut;

Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihakg&etpihak ketiga tersebut menjadi
Wajib Pajak Reklame.

BAB |11
PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 6

Penyelengaraan Pemasangan Reklame terlebih dahus mendapat izin dari Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk;

Tata cara permohonan izin penyelenggaraan Reklaahe dengan Peraturan Walikota;

Isi materi Reklame tidak bertentangan dengan pematuperundang-undangan dan
kepentingan umum;

Lokasi pemasangan Reklame terbagi atas dua kelgrngpibk dalam ruang dan luar ruang.
Pasal 7

Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dakah@ayat (1) harus memperhatikan
aspek kesopanan, ketertiban, keindahan, keamanankelserasian dengan lingkungan
sekitarnya.

Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksua gyat (1), dilakukan pengaturan ukuran,
bentuk, pencahayaan, lokasi, jarak pemasanganetandsian.

Setiap Reklame konstruksi baja/beton bertylalag terletak di dalam sarana dan prasarana
kota dengan ukuran 10 m2 diwajibkan menggunakangieryaan/penerangan.

BAB IV
DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK

Pasal 8
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Bekiame;

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pitetigi, NSR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Rekla

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, d8Bagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahamgydigunakan, lokasi penempatan,
waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, damarkmedia Reklame,;

Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada &yaid@k diketahui dan/atau dianggap
tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakaroifd&ktor sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pgdt (5) ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

Cara Perhitungan NSR
Pasal 9

Cara perhitungan NSR diperoleh dari perkalian anfmnjang x lebar x sisi x nilai sewa +
jumlah hari x nilai strategis x 25 %.



Pasal 10
(1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dlizghdima persen);

(2) Reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sgmallidikan, keagamaan dan politik
tanpa sponsor dibebaskan dari Pajak Reklame;

(3) Reklame yang diadakan untuk kegiatan sebagaimanakdud pada ayat (2), dengan
menggunakan sponsor dikenakan pajak sebesar 254 tiuh lima persen).

Pasal 11

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitlemgan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dengan dasar paageajak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 ayat (1).

BABV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11
Pajak Reklame yang terutang dipungut didaerah teRgldame tersebut diselenggarakan.

BAB VI
MASA PAJAK
Pasal 12

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan ®aleatau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) mialender yang menjadi dasar bagi wajib
pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkgakpang terutang.

BAB VII
PENETAPAN PAJAK
Pasal 13
(1) Wajib pajak dilarang diborongkan
(2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dsarkan penetapan Walikota
dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumendaig gisamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimgsadia ayat (2) berupa karcis dan
nota perhitungan.
BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 14

(1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pemibaet Surat Keputusan
Keberatan, dan Keputusan Banding yang menyebabkgak pyang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dandihmasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(2) Pembayaran pajak dilakukan di Bendahara umum Daateahtempat lain yang ditunjuk
oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalarRPBkKlan STPD.

(3) Walikota atas permohonan wajib pajak setelah mehieparsyaratan yang ditentukan
dalam memberikan persetujuan kepada wajib pajakikumhengansur atau menunda
pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebes@u2%persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembaygranyetoran, tempat pembayaran,
angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatuam&sgaturan Walikota.

(5) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat laingyditunjuk, hasil pemeriksaan pajak
haus disetor ke bendahara umum daerah selambattiayablx24 jam atau dalam waktu
ditentukan oleh Walikota.

(6) Pambayaran pajak sebagaimana dimaksud pada aydarflayat (2) dilakukan dengan
menggunakan SSPD.
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Pasal 15
Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibaya
b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekuranganhagran sebagai akibat salah tulis
dan/atau salah hitung.
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupaghudan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak terutang STPD sebagaimarakslid pada ayat (1) huruf a dan
huruf b ditambah dengan sanksi administratif betwoaga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan segt terutang pajak.

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatmhpb pembayaran dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua Pessén)an dan ditagih melalui STPD.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16
Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedalsav setelah malampaui waktu 5
(lima) tahun terhitung saat terutang pajak, kecaphbila wajib pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah.
Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksladayat (1) tertangguh apabila:
a.Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; ata
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, bailgsang maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat pakkmgaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak t@nggnyampaian surat paksa tersebut.
Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaiimaaiesdd pada ayat (2) huruf b adalah
wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan magimporg/ai utang pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Kota.
Pengakuan utang secara tidak langsung sebagainmaksdd pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataounglaan pembayaran dan
permohonan keberatan wajib pajak.

Pasal 17

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi kardmk untuk melakukan penagihan
sesudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Walikota menetapkan keputusan penghapusan piut@a$f gota yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudaluledsa diatur dengan Peraturan
Wallikota.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

Pasal 18

Atas Permohonan wajib pajak atau karena jabatawWwel&ota dapat Membetulkan SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB yang dalam peitarinya terdapat kesalahan
tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau ketenteidantu dalam peraturan Perundang-
undangan perpajakan daerabh;
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Walikota dapat:

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administoatiipa bunga, denda dan
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan ng@ng-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kdwektalafan wajib pajak atau bukan
karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKBDKBT atau SKPDLB
yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajgkng dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yamgtlikan; dan

e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkenimpangan kemampuan
membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objgklpa

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamangtau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan dgeat pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 19

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepddikota atau Pejabat yang
ditunjuk atas suatu :

a. SKPD;
SKPDKB;
SKPDKBT;
SKPDLB;
SKPDN.

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga keidas ketentuan peratuarn
perundang-undangan perpajakan daerah.

-~ ® o0 T

keberatan sebagaimana diajukan secara tertulisndaihasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdimga 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaidimaksud pada ayat (1), kecuali
jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangkatwatu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaan.

Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak tet@mbayar paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui wajib pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaidimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai swm@lberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikénVgldikota atau pejabat yang ditunjuk
atau tanda pengiriman surat keberatan melalui Spoat tercatat sebagai tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

Pasal 20

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada BadagdResaian Sengketa Pajak dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanyaukegan keberatan.



(@)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1)

(2)

3)

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayatidék menunda kewajiban
membayar pajak.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 21

Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapangajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (duaa$elbulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajsgaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada @)adilampaui Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusanmphonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLBshditerbitkan dalam waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnka]ebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diypegkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagauimaaiisud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sdjabitkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditakisetelah lewat waktu 2 (dua)
bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar (8% persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran. pajak

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pefEgaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIlII
PENYIDIKAN

Pasal 22

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungamerintatKota diberikan wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidtkadak pidana di bidang perpajakan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangmi@kara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
di lingkungan Pemerintaota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuagjadh
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayatiélah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti &agan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerahkagerangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan emigorang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehabumgngan tindak pidana
perpajakan daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari oran@ggridtau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokurokuarden lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah;



(4)

(1)

(@)

3)
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e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan baharpleukbukuan, pencatatan, dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitadratiap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksdngas penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorangnggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan identitas orang dan/ataundwklyang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakaiperpajakan daerah,;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dperilsa sebagai tersangka atau
saksi;

j. menghentikan Penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancgpenyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuamlpeg-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kapada Penuntutrdmmelalui penyidik pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengaanketn yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

Wajib Pajak karena kealpaanya tidak menyampaikahP®Patau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangmng tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengamaikluirungan paling lama 1 (satu)
tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 {diajumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampa&rPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangeng tidak benar sehingga
merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengamaigdenjara paling lama 2 (dua)
tahun atau pidana denda paling banyak 4 (erkphfumlah pajak terutang.

Tindak pidana dibidang perpajakan tidak dituntaelsén melampaui jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimasa pajak atau berakhirnya bagian
tahun pajak atau berakhir tahun pajak yang bersdaagk

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjarengenai teknis pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 25

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Dak@h Sabang Nomor 9 Tahun 1995
tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tealaku.
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Pasal 26
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, nréaté@n pengundangan Qanun ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Sabang
pada tanggal 20 Desember 2010

WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 1 Februari 2011

SEKRETARISDAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN DAUD
LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2010 NOMOR 9
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PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG
PAJAK REKLAME

UMUM

Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendanagnsgagat penting bagi Daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pgonten Daerah. Untuk itu, sejalan
dengan tujuan otonomi daerah, penerimaan daerahbenasal dari pajak daerah dari waktu
ke waktu harus senantiasa ditingkatkan, hal iniattisndkan agar peranan daerah dalam
melaksanakan pembangunan daerah khususnya dalgeléwghnan kepada Masyarakat dapat
semakin meningkat.

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut olematlakota sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak DaerahRedribusi Daerah adalah Pajak
Reklame, sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undadgng Nomor 28 Tahun 2009 tersebut,
penetapan Qanun ini adalah dimaksudkan agar Pdateri{ota Sabang dapat memungut
Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan partaurandagrg-undangan.

Pajak Reklame dipungut dengan menggunakan sisfieral @assessment dimana Wajib
Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkartgggm Walikota atau Pejabat lain
yang ditunjuk dengan mengunakan SKPD dan Dokuaienya yang dipersamakan.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Qanun.
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Reklame yang diadakan khususk sosial,
pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sponsog Yyemsifat tidak dilakukan
untuk mencarai keuntungan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Penyidik di bidang perpajakan daerah adalah pejpbgawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat olgabpé yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikdak pidana di bidang perpajakan
daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang dialand Undang-undang Hukum Acara
Pidana.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas
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